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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kembang IV, 01 Juli 1971, agama

Islam,  pekerjaan  Tukang  Batu,  pendidikan  SD,  tempat

kediaman  di  Dusun  Kembang  IV,  Desa  Aik  Dareq,

Kecamatan  Batukliang,  Kabupaten  Lombok  Tengah,

sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, tempat  dan  tanggal  lahir  Kembang  IV,  07  Oktober  1977,

agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

pendidikan  SD,  Dusun  Kembang  IV,  Desa  Aik  Dareq,

Kecamatan  Batukliang,  Kabupaten  Lombok  Tengah,

Sekarang  tidak  diketahui  alamatnya  dengan  jelas  dan

pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1133/Pdt.G/2020/PA.Pra,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2020/PA.Pra
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  sah  menikah  yang 

dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2002 di Dusun Kembang IV, Desa

Aik  Dareq,  Kecamatan  Batukliang,  Kabupaten  Lombok  Tengah  sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  79/79/I/2002 yang dikeluarkan oleh

KUA Praya Tengah tanggal 23 Januari 2002;  

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama

dan bergaul  sebagaimana layaknya suami  istri  (Ba`da dukhul)  di  rumah

Pemohon, di Dusun Kembang IV, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang,

Kabupaten  Lombok  Tengah  selama  16  tahun  7  bulan,  kemudian  pada

tanggal 25 Juli 2018 Termohon pergi merantau ke Saudi Arabia atas izin

Pemohon,  sedangkan  Pemohon  tetap  tinggal  dirumah  Pemohon  hingga

sekarang;  

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1

(satu) orang keturunan yang bernama :  xxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-

laki, umur 18 tahun saat ini berada dalam asuhan Pemohon;  

4. Bahwa  sejak  bulan  April  2017  pernikahan  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  mulai  goyah  yang  membawa  ketidak  tentraman  lahir

bathin bagi Pemohon antara lain di sebabkan oleh : 

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan

terus  menerus  disebabkan  karena  Termohon  sering  membangkang

apabila Pemohon menasehatinya;  

b. Termohon  sejak  pertengahan  2019  Termohon  tidak  pernah

memberi kabar kepada Pemohon;  

c. Bahwa  Termohon  sering  mengeluarkan  kata-kata  kasar  (kotor)

kepada Penggugat;  

d. Bahwa  Termohon  pernah  mengadukan  permasalahan  rumah

tangganya dengan Pemohon kepada orangtua Termohon;  

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon terjadi pada tanggal 25 Juli 2018  yang berakibat pada terjadinya

pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah pergi

merantau ke Saudi Arabia sehingga selama 2 tahun 3 bulan pisah rumah
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tersebut antara Pemohon dan Termohon jarang saling berkomunikasi dan

Termohon juga jarang memberi nafkah kepada Pemohon;  

6. Bahwa  atas  keadaan  tersebut,  Pemohon  sangat  menderita  lahir  dan

bathin  serta  tidak  sanggup lagi  untuk  mempertahankan keutuhan rumah

tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan

Termohon di hadapan sidang Pengadilana Agama Praya;  

 Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (xxxxxxxxxxxxxx)  untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (xxxxxxxxxxxxxx)  di

depan sidang Pengadilan Agama Praya;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  

 Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi  Kartu  Penduduk  atas  nama  Pemohon  Nomor  :

5202030107710270, Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai  dan

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : 79/79/I/2002  tanggal  23

Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal

dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi  surat  Keterangan  Ghoib, Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  xxxxxxxxxxxxx,  umur  33  tahun,  agama Islam,  pendidikan S1,

pekerjaan Perangkat Desa Aik Darek, bertempat tinggal di Dusun Kembang

IV, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di

bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah; 

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di setelah

akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul

sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) di rumah Pemohon, di

Dusun Kembang IV, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten

Lombok Tengah selama 16 tahun 7 bulan, kemudian pada tanggal 25 Juli
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2018  Termohon  pergi  merantau  ke  Saudi  Arabia  atas  izin  Pemohon,

sedangkan  Pemohon  tetap  tinggal  dirumah  Pemohon  hingga

sekarang;  ..dalam  pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon  telah

dikaruniai  1  (satu)  orang  keturunan  yang  bernama  :  xxxxxxxxxxxxxx,

jenis  kelamin  laki-laki,  umur  18  tahun  saat  ini  berada  dalam asuhan

Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-

baik saja, akan tetapi sejak bulan April  2017 mulai tidak tenteram dan

terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena  Termohon  sering  membangkang  apabila  Pemohon

menasehatinya,  sejak  pertengahan  2019  Termohon  tidak  pernah

memberi kabar kepada Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-

kata kasar (kotor) kepada Pemohon;  

- Bahwa  saksi  tahu  sejak  bulan Juli  2018  antara  Pemohon  dengan

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  tahu  antara  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Saudi Arabia,

sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  tahu,  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal

selama 2 (dua) tahun; 

- Bahwa  Pemohon  pernah  berupaya  menghubungi  Termohon  di Saudi

Arabia akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa  Pemohon  telah  berusaha  mencari  Termohon  ke  rumah  orang

tuanya namun di rumah tersebut Termohon tidak ada; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tinggal  tidak  pernah  ada  yang  berupaya  untuk  rukun  dan  kumpul

kembali; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  mereka  berpisah  tempat  tinggal  Pemohon

tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing
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sudah  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  layaknya  suami

istri; 

- Bahwa  saksi  sudah  pernah  berusaha  menasehati  dan  mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; 

Saksi  2,  xxxxxxxxxxxx,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan Perangkat Desa Aik Darek, bertempat tinggal di Dusun Kembang

IV, Desa Aik Darek, Kecamatan Batuklian, Kabupaten Lombok Tengah,  di

bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah; 

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di setelah

akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul

sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) di rumah Pemohon, di

Dusun Kembang IV, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten

Lombok Tengah selama 16 tahun 7 bulan, kemudian pada tanggal 25 Juli

2018  Termohon  pergi  merantau  ke  Saudi  Arabia  atas  izin  Pemohon,

sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah Pemohon hingga sekarang,

dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)

orang keturunan saat ini berada dalam asuhan Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-

baik saja, akan tetapi sejak bulan April  2017 mulai tidak tenteram dan

terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena  Termohon  sering  membangkang  apabila  Pemohon

menasehatinya,  sejak  pertengahan  2019  Termohon  tidak  pernah

memberi kabar kepada Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-

kata kasar (kotor) kepada Pemohon; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  sendiri  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar, .; 

- Bahwa  saksi  tahu  sejak  bulan Juli  2018  antara  Pemohon  dengan

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang; 

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  saksi  tahu  antara  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Saudi Arabia,

sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  tahu,  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal

selama 2 (dua) tahun; 

- Bahwa  Pemohon  pernah  berupaya  menghubungi  Termohon  di Saudi

Arabia akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa  Pemohon  telah  berusaha  mencari  Termohon  ke  rumah  orang

tuanya namun di rumah tersebut Termohon tidak ada; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tinggal  tidak  pernah  ada  yang  berupaya  untuk  rukun  dan  kumpul

kembali; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa  saksi  tahu  selama  mereka  berpisah  tempat  tinggal  Pemohon

tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing

sudah  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  layaknya  suami

istri; 

- Bahwa  saksi  sudah  pernah  berusaha  menasehati  dan  mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang

Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  maka perkara ini

termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Pemohon  agar  kembali  hidup  rukun  dan  damai  dalam  membina  rumah

tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur

Mediasi  di  Pengadilan Mahkamah Agung Republik  Indonesia,  dimana setiap

perkara  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  diwajibkan

terlebih  dahulu  diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi,  akan  tetapi  dalam

perkara  ini  Termohon  yang  telah  dipanggil  untuk  datang  menghadap

persidangan,  tidak  pernah  hadir,  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk

datang  menghadap  sebagai  kuasanya  sehingga  upaya  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan; 

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  walaupun  telah  dipanggil

secara  resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  datang  menghadap  sebagai  kuasanya,  sedang

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

sehingga berdasarkan Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg.  perkara  ini  dapat  diperiksa

walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah

Pemohon  mohon  agar  dapat  bercerai  dengan  Termohon  karena  antara

Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcokan dan bertengkar yang

terus menerus disebabkan Termohon sering membangkang apabila Pemohon

menasehatinya,  Termohon  sejak  pertengahan  2019  Termohon  tidak  pernah

memberi  kabar  kepada Pemohon,  Termohon sering  mengeluarkan kata-kata

kasar (kotor) kepada Penggugat, Termohon pernah mengadukan permasalahan

rumah tangganya dengan Pemohon kepada orangtua Termohon, sehingga atas

tindakan  Termohon  tersebut,  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara
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Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juli 2018  yang berakibat pada

terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah

pergi merantau ke Saudi Arabia sehingga selama 2 tahun 3 bulan pisah rumah

tersebut  antara  Pemohon  dan  Termohon  jarang  saling  berkomunikasi  dan

Termohon  juga  jarang  memberi  nafkah  kepada  Pemohon,  Pemohon  sudah

tidak  mencintai  Termohon  serta  telah  berketetapan  hati  untuk  menceraikan

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil  permohonan  Pemohon  tersebut

Termohon tidak didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat ( 1) RBg. tersebut sangat

relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat

dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab  Ahkamul Qur'an  Juz II hal.

405 yang berbunyi :

حق             ل ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له

Artinya  :  "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  islam,

kemudian  tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,

dan gugurlah haknya"

Menimbang,  bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut  maka

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon  dan ketidak

hadiran Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon,

sehingga dalil-dalil permohonan  Pemohon tidak terbantahkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah

mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy

Kartu Tanda Penduduk) yang  merupakan akta otentik bermeterai  cukup, isi

bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  identitas dan  domisili  Pemohon yang

berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti  tersebut
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telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil  sehingga  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Duplikat  Kutipan

Akta  Nikah)  yang  merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermeterai  cukup  dan

cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan

antara Pemohon  dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende  bewijskrackht),  maka  harus

dinyatakan terbukti  bahwa antara Pemohon  dengan Termohon telah  terikat

dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3 yang  diajukan  oleh  Pemohon  berupa

Surat  Keterangan  Ghoib yang  menerangkan  bahwa  benar  Termohon  yang

namanya disebutkan dalam surat tersebut saat ini tidak berada di Desa tidak

diketahui alamatnya secara pasti, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut

telah  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Desa  setempat  dan  telah  memenuhi  syarat

formil  dan  materil  bukti  sehingga  dapat  dipertimbangkan  bahwa  benar

Termohon pada  saat  sekarang  ini  telah  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya

sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

secara  formil  saksi  tersebut  dapat  diterima  sebagai  saksi  sebagaimana

ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

mengenai  angka  1  sampai  7,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Pemohon,  oleh karena itu keterangan saksi  tersebut  telah memenuhi  syarat

materiil  sebagaimana telah  diatur  dalam Pasal  308  ayat  1  R.Bg.  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal  309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1.   Bahwa,   Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal  06  Januari

2002  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  79/79/I/2002  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah tanggal

23 Januari 2002;

2.  Bahwa, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan

rukun, akan tetapi  sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi dan sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon  sering

membangkang  apabila  Pemohon  menasehatinya,  dan Termohon  sering

mengeluarkan kata-kata kasar (kotor) kepada Pemohon;

3.  Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2

tahun lebih hingga sekarang;

4.   Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  mencari  keberadaan  Termohon  akan

tetapi tidak berhasil;

5.   Bahwa,  antara  Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan

damai baik oleh keluarga dan orang dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut

ketentuan  hukum  Islam  oleh  karenanya,  Pengadilan  Agama  dalam  hal  ini

berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  perselisihan  dan

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

berlangsung  lama  sehingga  menyebabkan  Pemohon  dan  Termohon  pisah

tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam

hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati

dan  didamaikan  oleh  keluarga  akan  tetapi  tidak  berhasil,  yang  mana  hal
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tersebut  menunjukkan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

saling mencintai  lagi  sehingga akan sulit  untuk disatukan dalam satu ikatan

perkawinan,  oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang

terbaik,  karena  mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  justru

mendatangkan  mudharat  yang  lebih  besar  dari  pada  mashlahatnya,  hal  ini

sejalan  dengan  pendapat  pakar  hukum  Islam  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  putusan  ini,  sebagaimana

tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta

kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

خطيرا           النزاع هذا اسباب يكن ومهما متغاضبين بين اجتماع في ولخير

فها   اوتا كان

الزوجين           ين هذ بين الزوجية العلقة تنتهي ان الخير من فان

Artinya :“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan

dua  manusia  yang  saling  benci  membenci,  terlepas  dari  masalah

apakah  sebab-sebab  terjadinya  pertengkaran  ini  besar  atau  kecil,

namun  kebaikan  hanya  dapat  diharapkan  dengan  mengakhiri

kehidupan berumah tangga antara suami isteri“;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang  Undang

Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau  sakinah, mawaddah

dan rahmah, namun  jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri

telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian

dan  saling  melindungi  dan  bahkan  Pemohon   tetap  sudah  tidak  lagi

berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah tangganya  dengan  Termohon,  maka

agar  kedua  belah  pihak  berperkara  tidak  lagi  lebih  jauh  melanggar  norma

agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif

untuk  menyelesaikan  sengketa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  relevan  dengan  Firman  Allah

dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم       سميع الله فإن الطلق عزموا وإن
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Artinya  :"Apabila  mereka  berazam  (bertetap  hati)  untuk  thalak,  maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  firman  Allah  tersebut  di  atas,  jika

salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai  dengan

pihak  lainnya,  dan  upaya  damai  yang  dilakukan  tidak  berhasil  untuk

menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan

bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah

(broken marriage). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan

memberi  harapan  mashlahat  bagi  keduanya,  justru  sebaliknya,  membuka

peluang  timbulnya  mafsadat  (keburukan)  yang  lebih  besar.  Hal  ini  sesuai

dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li

al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil

alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد  درء

Artinya  :  “Menolak   kerusakan/mafsadat   harus  didahulukan  daripada

mengedepankan kebaikan/maslahat”

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian

suci yang sangat kokoh (mitsaqon qholidzo) dengan tujuan untuk membentuk

keluarga yang  bahagia  secara  kekal  dan  sebisa  mungkin  hanya  dipisahkan

dengan  kematian,  oleh  karena  itu  Islam  menetapkan  bahwa  perceraian  itu

adalah suatu kebolehan yang tercela; 

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan

diatas  tidak  selalu  dapat  terwujud menjadi  kenyataan dalam kehidupan dan

suami  isteri  itu  senantiasa  dapat  menjaga  batasan-batasan  hukum  Allah

dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ; 

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan

kewajiban  tersebut  tidak  dapat  dijaga  lagi  oleh  suami  isteri,  maka  disitulah

perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon  benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk
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dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  mengingat  pernikahan  adalah  hukum  keluarga

yang  perlu  diperhitungkan  dan  dipikirkan  apakah  antara  keduanya  bisa

dirukunkan  atau  tidak,  sedangkan  faktanya  bahwa  antara  Pemohon  dan

Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  dan

Pemohon tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan

Termohon sudah tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  bisa  dirukunkan  kembali  dan  jika

dipaksakan untuk diteruskan, akan  membawa mafsadat  lebih besar daripada

maslahatnya,  oleh  karena  itu  penyelesaian  yang  dipandang  adil  adalah

perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh Pemohon  telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka gugatan Pemohon a quo telah  beralasan dan tidak  melawan

hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir  di persidangan

tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya,  meskipun  Pengadilan  telah  memanggilnya  secara

resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek,  sesuai Pasal

149 ayat (1) Rbg. 

Menimbang,  bahwa karena  putusan  ini  di  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006  dan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  kepada

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;
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Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang

undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi  izin kepada Pemohon (  xxxxxxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (  xxxxxxxxxxxxxx )  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Praya; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp459.000,00 ( empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah ); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Praya pada hari  Selasa tanggal  09 Februari 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal  26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

sebagai Ketua Majelis,  Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S.

Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Drs. Rusman sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Nismatin Niamah S.H.I.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 325.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Sumpah : Rp 15.000,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                9  .000,00  

J u m l a h : Rp 459.000,00

(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
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